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PIMPINAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 11 Tahun 2019
TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Badan Anggaran DPRD
Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam Keputusan
Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung Nomor
2/Banggar/VIl/Tahun 2019 tentang  Persetujuan
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Dan Rancangan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020,
maka DPRD perlu menyatakan pendapatnya;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan
DPRD Kabupaten Temanggung tentang Persetujuan
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Dan Rancangan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286},



10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 54995);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17
tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana  Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota.(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4y,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12
Tahun 2007 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor
12);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2008 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan  Barang Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah
Kabupaten Temanggung 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 11});
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32.
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36.

Memperhatikan :

Menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-
2018 (Lembaran daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 44);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;

Peraturan DPRD  Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2018 Nomor 37);

Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2019 tanggal 1Juli 2019 tentang Rancangan Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA),
dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020;

Keputusan Badan  Anggaran DPRD  Kabupaten
Temanggung Nomor 3/Banggar/VIII Tahun 2018 tanggal
16 Agustus 2018 tentang Persetujuan Rancangan
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Dan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran
Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019.

Usul, saran dan pendapat para anggota DPRD
Kabupaten Temanggung dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Temanggung hari Rabu tanggal 10 Juli 2019.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Menyetyjui Rancangan Kebijakan Umum  Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah hasil pembahasan Badan
Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung untuk ditetapkan
menjadi Keputusan DPRD, dan dijadikan sebagai dasar
ditetapkannya Nota Kesepakatan antara Pemerintah
Kabupaten Temanggung dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2020, yang selanjutnya
dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020.
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Menyetujui Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 dan
dijadikan sebagai dasar ditetapkannya Nota Kesepakatan
Antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tentang
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2020, sehingga ringkasanya menjadi
sebagai berikut :

Pendapatan Daer 6.012
a. Pendapatan Asli Daerah 260.391.314.347

© Dana Perimbangan 556.034.660.665

440.652.151.000

Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Temanggunsg
untuk dilaksanakan sebagaimana Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Juli 2019

¢ M. SUBCHAN BAZARI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
vth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung,



